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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh 

norma-norma, yaitu peraturan-peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah 

laku manusia  di dalam masyarakat. Sejak masa kecil, setiap manusia 

merasakan adanya peraturan dalam hidup yang membatasi kemerdekaan nya 

untuk berbuat menurut kehendaknya sendiri, yakni dengan membatasi sepak 

terjangnya. Pada permulaanyang di alami hanyalah peraturan-peraturan hidup 

yang berlaku dalam lingkungan keluarnganya, kemudian juga yang berlaku 

diluanya, didalam masyarakat. Yang dirasa palingnyata adalah peraturan-

peraturan hidup yang berlaku dalam suatu Negara.1 

Ketertiban serta keamanan untuk upaya menciptakan kondisi yang 

harmonis dalam suatu daerah yang menjadi tanggung jawab bersama. Dari 

keharmonisan akan tercipta kedamaian serta kebahagiaan, baik dalam secara 

individu maupun sosial. Ketertiban disini merupakan keadaan dimana segala 

sesuatunya teratur di landasi dengan prinsip serta nilai-nilai kesopanan juga 

kedisiplinan dengan tujuan menciptakan keadaan yang tentram serta damai. 

Guna mencapainya maka hukumlah yang wajib mengatur kehidupan 

 
1 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : 

Rineka Cipta,2011), hlm.51 
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masyarakat dan oleh karena itu peraturan pun harus tegas mengenai 

penegakan hukumnya apabila terdapat pelanggaran. 

Peraturan Daerah disini memiliki posisi yang sungguh strategis serta 

penting guna menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkan budaya disiplin 

masyarakat guna mewujudkan daerah yang lebih tentram, tertib, nyaman, 

bersih dan juga indah yang berdasarkan partisipasi aktif semua komponen 

masyarakat dan apapun itu golongan masyarakat serta kalangan yang ada di 

kabupaten sampang, hal itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan ketentraman 

dan ketertiban di masyarakat Sampang. Dimana apabila hanya segelintir saja 

yang melakukan tertib peraturan tersebut maka sangat sulit untuk mencapai 

ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sampang. 

Namun untuk diketahui bersama bahwa Perda disini merupakan 

produk dari rancangan dan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Sampang, 

yang mana dalam pembentukan tersebut dimulai dari perencanaan hingga 

pengundangan, apabila semua proses tersebut telah dilakukan maka tidak serta 

merta pula merupakan atau contoh dari pengamalan asas umum pemerintahan 

yang baik, dikarenakan meskipun berbagai proses sesuai denga prosedur yaitu 

perundang undangan tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sampang yaitu 

Peraturan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata 

Tertib DPRD  

Namun apabila ada unsur dalam pembuatan undang undang yang baik 

tidak terpenuhi yaitu semakin kebawah peraturannya maka semakin detail 

bahkan harus saling melengkapi, maka sebagai lembaga legislasi yang 
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membuat perundang undangan maka DPRD Kabupaten Sampang tidak 

menerapkan hal tersebut, sehingga hukum yang diartikan oleh masyarakat 

maupun penegak hukum menjadi tidak jelas dan bisa dikatakan bahwa 

multitafsir, sehingga mengakibatka pengaruh sosial yang besar di dalam 

praktek bernegara 

Sebagai Upaya guna mencapai ketertiban tidak semata-mata menjadi 

tugas dan tanggung jawab aparat, namun menjadi tugas dan tanggung jawab 

masyarakat untuk secara sadar ikut serta meningkatkan dan memelihara 

ketertiban. Akan tetapi tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 

ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsukuen untuk tercapainya 

Kabupaten Sampang yang tertib dan tentram. 

Kehidupan manusia dalam masyarakat berada dalam batas norma-

norma yaitu aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Berawal dari 

aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, kemudian apa yang terjadi diluar 

di masyarakat lalu hal yang terasa sebenarnya adalah aturan hidup yang 

berlaku dinegara tersebut. Dengan adanya norma tersebut dirasakan juga 

adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingannya. 

Demikianlah norma-norma itu memiliki tujuan agar kepentingan setiap warga 

masyarakat dan ketentraman masyarakat terjaga dan terjamin.  

Izin sendiri adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah 

dalam hukum administrasi negara. Pemerintah disini menggunakan izin 

sebagai salah satu sarana untuk mengontrol tingkah laku warga, izin disini 

ialah suatu persetujuan atau suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan 
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undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasaan dari suatu larangan.2 

Perizinan dalam bahasa inggris didefinisikan sebagai permit3, dalam 

bahasa belanda vergunning adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berlakukan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah.4 Perizinan dapat dibentuk pendaftaran, 

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu 

usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasai 

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu 

kegiatan atau tindakan.5 

Adapun melngelnai tujuan pelrizinan, hal itu belrkaitan pada kelnyataan 

kolnkrelt yang dihadapi. Belragaman pelristiwa kolnkrelt melmbuat belragaman 

pula pada tujuan izin telrselbut. Melskipun delmikian, umumnya dapatlah 

diselbutkan selbagi belrikut: 

 
2 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Jakarta: Sinar Grafikas,2011, hlm.15  
3 Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di 

Indonesia”,Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139. 
4 Suryo Pratolo, “Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan 

Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan 

Publik", Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 No. 1, (2011) . 
5 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 

yogyakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.168 
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a) Kelinginan melngarahkan kelgiatan-kelgiatan telrtelntu (misalnya izin 

bangunan). 

b) Melncelgah telrjadinya kelrusakan yang belrbahaya bagi lingkungan (izin 

lingkungan). 

c) Kelinginan untuk mellindungi olbyelk telrtelntu (izin telrbang, izin 

melmbolngkar pada molnumeln-molnumeln). 

d) Kelinginan melmbagi lahan yang selmpit (izin pelnghuni didaelrah padat 

pelnduduk). 

e) Pelngarahan, delngan melnyellelksi olrang-olrang dan aktivitas-aktiitas 

(dimana pelngurus harus melmelnuhi syarat-syart telrtelntu).6 

Jelnis dan hielrarki Pelraturan Pelrundang-undangan telrdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 1945;  

b. Kelteltapan Majellis Pelrmusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang;  

d. Pelraturan Pelmelrintah;  

el. Pelraturan Prelsideln;  

f. Pelraturan Daelrah Prolvinsi; dan  

g. Pelraturan Daelrah Kabupateln/Kolta.7 

Pelraturan Daerah Kabupateln Sampang nolmolr 7 tahun 2015 telntang 

keltelrtiban umum dan keltelntraman masyarakat tellah dibuat ollelh pelmelrintah 

 
6 Philipus hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: 

Yuridika,2002, hlm 4- 5 

7 Lihat pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan. 
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Kabupateln Sampang ini dibuat dalam XIV bab dan 39 pasal yang diantaranya 

telrdapat pasal yang melngatur telntang “Sanksi Administrasi” adapun bunyi 

pada Pasal 34  yakni: pada ayat pelrtama “Seltiap Olrang yang mellanggar 

Pelraturan Daelrah ini dapat dikelnakan Sanksi Administrasi.” Lalu pada ayat 

keldua “Sanksi Administrasi selbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

belrupa Pelncabutan Izin, Delnda administrasi, atau Sanksi paksaan pelmelrintah 

(belstuur dwang)” dan ayat keltiga belrbunyi “Pelngelnaan sanksi Pelncabutan 

izin selbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan delngan cara 

Pelmbelrian telgolran telrtulis pelrtama, Pelmbelrian telgolran telrtulis keldua 

pelmanggilan, Pelmbelrian telgolran telrtulis keltiga, Pelncabutan izin.”8 

  Pelrmasalahan yang dapat diambil disini adalah pelnggunaan sanksi 

administrasi, dimana pada pelncabutan izin tidak diselbutkan selcara deltail 

apakah kritelria yang dimaksud. Seldangkan jika melngacu pada undang-

undang yang diatasnya yaitu uu nolmolr 23 tahun 2014 telntang pelmelrintahan 

daelrah pada pasal 238 ayat 5 melnyelbutkan “Sanksi administratif selbagaimana 

dimaksud pada ayat (4) belrupa telguran lisan, telguran telrtulis, pelnghelntian 

selmelntara kelgiatan, pelnghelntian teltap kelgiatan, pelncabutan selmelntara izin, 

pelncabutan teltap izin, delnda administratif; dan/atau, sanksi administratif lain 

selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan.” 9 

 
8 Lihat pada pasal 34 peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 

tentang ketertuban umum dan ketentraman masyarakat. 

9 Lihat pada pasal 238 ayat 5 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah. 
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Dalam undang-undang nolmolr 23 tahun 2014 telntang pelmelrintahan 

daelrah disini  pada pasal 15 el dan f melnyelbutkan deltail prolsels pada sanksi 

administrasi pelncabutan izin yakni pelncabutan yang sifatnya  pelncabutan 

selmelntara izin dan juga pelncabutan teltap izin. 

Sellanjutnya disini telrjadi pada pasal 35 dimana lanjutan dari delnda 

administrasi pada pasal 34 ayat 2 huruf b. disini pasal 35 ayat pelrtama 

belrbunyi “Delnda selbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b 

dibayarkan kel Kas Daelrah paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam 

seljak diteltapkan.” lalu pada ayat keldua belrbunyi “Apabila pelmbayaran tidak 

dilaksanakan dalam jangka waktu 1 X 24 jam selbagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dikelnakan sanksi pidana.” Dan ayat keltiga belrbunyi “Keltelntuan 

lelbih lanjut melngelnai jelnis pellanggaran, tata cara pelnjatuhan dan rincian 

belsarnya sanksi administrasi diatur lelbih lanjut delngan Pelraturan Bupati.10 

Pelrmasalahan yang dapat di ambil disini yaitu sellain belsaran delnda 

administrasi yang tidak di tuangkan dalam pelraturan daelrah ini, juga 

pelngelnaan sanksi pidana yang tidak jellas bagaimana sanksi pidana yang 

harus ditelrima ollelh masyarakat yang mellanggar pasal telrselbut. 

  Pada pelraturan daelrah ini selbelnarnya sudah melngatur telntang sanksi 

pidana, akan teltapi sanksi pidana telrselbut tidak melnyelbutkan atau melngatur 

sanksi pidana dalam sanksi administrasi telrselbut. Jadi disini tidak jellas belrapa 

belsaran delnda yang harus di bayarkan sanksi pidana tidak jellas selpelrti apa 

 
10 Lihat pada pasal 35 peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 

tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 



 

 

8 

 

belntuk sanksi pidana yang harus dibelrikan misal apakah itu sanksi kurungan 

belrat atau sanksi kurungan yang ringan, yang mana harusnya ada dalam 

Pelraturan Daelrah itu minimal harus ada sanksi yang melngatur telntang 

tindakan telrselbut, dikarelnakan pidana melrupakan hukum yang paling telgas 

dan melngikat sanksinya selhingga apabila dilanggar dan melndapatkan sanksi, 

praktis pellanggar telrselbut tidak akan melngulangi kelgiatan telrselbut lagi, 

namun harus dipelrhatikan Kelmbali melngelnai dalam melnelntukan lamanya 

kurungan pelnjara dan sanksi yang dibelrikan, selhingga melnghindari keltidak 

adilan dalam melmbelrikan sanksi untuk pellanggar Pelraturan Daelrah telrselbut 

telrlelbih bukan melrupakan pellanggaran pidana belrat. 

Delngan uraian di atas dapat di simpulkan adanya kelkaburan hukum 

yang telrdapat pada pasal 34 ayat (2) dan pasal 35 ayat (2) pelraturan daelrah 

kabupateln sampang nolmolr 7 tahun 2015 teltang keltelrtiban umum dan 

keltelntraman masyarakat. Maka pelrsolalan ini pelrlu di kaji sellanjutnya ollelh 

pelnulis delngan judul ’’PENCABUTAN IZIN DALAM PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT’’ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa kritelria pelncabutan ijin  bagi pihak yang mellanggar keltelntuan pasal 34 

ayat 2 huruf (a) pelraturan daelrah Kabupateln Sampang nomor 7 tahun 2015  

telntang keltelrtiban umum dan keltelntraman masyarakat? 
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2. Bagaimana belntuk sanksi pidana  yang dapat dibelrikan melnurut pasal 35 

ayat (2) pelraturan daelrah Kabupateln Sampang nolmolr 7 tahun 2015 telntang 

keltelrtiban umum dan keltelntraman masyarakat? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk melngeltahui kritelria pelncabutan ijin bagi pihak yang mellanggar 

keltelntuan pasal 34 ayat 2 huruf (a) pelraturan daelrah Kabupateln Sampang 

telntang keltelrtiban umum dan keltelntraman masyarakat. 

2. Untuk melngeltahui belntuk sanksi pidana yang dapat dibelrikan melnurut 

pasal 35 ayat (2) pelraturan daelrah Kabupateln Sampang nolmolr 7 tahun 

2015 telntang keltelrtiban umum dan keltelntraman masyarakat. 

1.4 Kegunaan penelitian 

Adapun manfaat dari pelnellitian ini : 

a) Kelgunaan Telolritis 

Selcara telolritis pelnellitian ini dapat melmpelrkaya ilmu pelngeltahuan 

dalam hukum administrasi nelgara baik dalam pelngaturan daelrah maupun 

pelmbelntukan pelngaturan daelrah, sellain itu melnambah karya ilmiah bagi 

ilmu hukum di Indolnelsia. 

b) Kelgunaan Praktis 

a. Dapat melmbelrikan gambaran telntang keljellasan sanksi di dalam 

pelraturan daelrah. 

b. Dapat dijadikan masukan atau pandangan bagi pelnulis pelnellitian 

sellanjutnya dan melmbelrikan infolrmasi selrta masukan kelpada 
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pelmelrintah untuk melnyelmpurnakan pelraturan khususnya dalam 

pelmbuatan pelraturan daelrah. 

 

1.5 Keaslian 

Pelnulisan skripsi ini melrupakan suatu hasil dari pelnellitian dan 

pelmikiran asli dari apa yang ditelliti dalam skripsi ini, apabila telrdapat 

pelnellitian dari hasil karya atau tulisan olrang lain maupun dari pihak lain, 

maka sumbelrnya akan dicantumkan delngan jellas, belrikut ini pelnellitian 

telrdahulu telrkait delngan judul pelnellitian pelnulis: 

Tabel 1 

Daftar Penulisan Sebelumnya 

No 

Nama dan Asal 

Universitas 

Judul  Rumusan Masalah 

1. Andi 

Muhammad 

Fuad, S, H. 

(Univelrsitas 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yolgyakarta) 

Analisis 

Yuridis 

Keltelntuan 

Pidana 

Pelraturan 

Daelrah (Studi 

kasus Pasal 

46 Pelraturan 

Daelrah 

Prolvinsi 

1. Apakah Keltelntuan Pidana di Dalam 

Pasal 46 Pelraturan Daelrah Prolvinsi 

Daelrah Istimelwa Yolgyakarta 

Nolmolr 6 Tahun 2011 Telntang 

Pelrlindungan Anak yang Hidup Di 

Jalan selsuai delngan pelmbelntukan 

Pelraturan Pelrundang-Undangan 

yang belrlaku ? 

2. Bagaimana Keltelntuan Pidana di 

dalam pasal  46 Pelraturan Daelrah 
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Daelrah 

Istimelwa 

Yolgyakarta 

Nolmolr 6 

Tahun 2011 

Telntang 

Pelrlindungan 

Anak yang 

Hidup Di 

Jalan). 

Prolvinsi Daelrah Istimelwa 

Yolgyakarta Nolmolr 6 Tahun 2011 

Telntang Pelrlindungan Anak yang 

Hidup Di Jalan dalam pelrspelktif 

siyasah syar ‘iyyah?   

2. Aurisa 

Seltiainsani Sari 

(Univelrsitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

Analisis 

Yuridis 

Sanksi 

Administratif 

Dalam 

Pelraturan 

Walikolta 

Malang 

Nolmolr 30 

Tahun 2020 

Ditinjau Dari 

Asas Matelri 

Muatan 

1. Bagaimana pelngaturan sanksi 

administratif dalam Pelraturan 

Walikolta Malang Nolmolr 30 Tahun 

2020 telntang pelnelrapan disiplin 

dan pelnelgakan hukum proltolcoll 

Kelselhatan selbagai upaya 

pelncelgahan dan pelngelndalian 

colvid-19 ditinjau dari asas matelri 

muatan pelraturan pelrundang-

undangan? 

2. Apa implikasi hukum pelngaturan 

sanksi administrativel dalam 

pelraturan Walikolta Malang Nolmolr 
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Pelraturan 

Pelrundang-

Undangan 

30 Tahun 2020 telntang pelnelrapan 

disiplin dan pelnelgakan hukum 

proltolcoll Kelselhatan selbagai upaya 

pelncelgahan dan pelngelndalian 

colvid-19 dari aspelk kelpastian 

hukum. 

Adapun pelrbeldaan skripsi yang akan disusun delngan belbelrapa 

skripsi telrdahulu yang tellah diselbutkan diatas adalah: 

1. Pelnellitian yang ditelliti ollelh Andi Muhammad Fuad, S, H. delngan skripsi 

yang akan ditulis belrbelda. Leltak pelrbeldaannya yakni dari pelraturan 

pelrundang-undangannya. jika pelnellitian dari Andi Muhammad Fuad, S, H. 

yakni melnganalisi telntang keltelntuan pidana pada pasal 46 Pelraturan 

Daelrah Prolvinsi Daelrah Istimelwa Yolgyakarta Nolmolr 6 Tahun 2011 

Telntang Pelrlindungan Anak yang Hidup Di Jalan. Seldangkan pelnellitian 

dari skripsi ini melnganalis Pelraturan Daelrah Kabupateln Sampang Nolmolr 7 

tahun 2015 telntang Keltelrtiban Umum Dan keltelntraman Masyarakat yakni 

pada pasal 34 ayat (2) telntang sanksi administrasi dan pada pasal 35 ayat 

(2) melngelnai bagaimana belntuk sanksi pidananya. 

2. Pelnellitian yang ditelliti ollelh Aurisa Seltiainsani Sari delngan skripsi yang 

akan ditulis belrbelda. Leltak pelrbeldaannya yakni dari pelraturan pelrundang-

undangannya. jika pelnellitian dari Aurisa Seltiainsani Sari melnganalis 

telntang Sanksi Administratif Dalam Pelraturan Walikolta Malang Nolmolr 30 

Tahun 2020 Ditinjau Dari Asas Matelri Muatan Pelraturan Pelrundang-
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Undangan. Seldangkan pelnellitian dari skripsi ini melnganalis Pelraturan 

Daelrah Kabupateln Sampang Nolmolr 7 tahun 2015 telntang Keltelrtiban 

Umum Dan keltelntraman Masyarakat yakni pada pasal 34 ayat (2) telntang 

sanksi administrasi pada pencabutan izin dan pada pasal 35 ayat (2) 

melngelnai bagaimana belntuk sanksi pidananya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Pelnellitian yang dilakukan dalam pelnulisan ini melnggunakan meltoldel 

pelnellitian hukum nolrmatif atau pelnellitian hukum kelpustakaan. Hukum 

nolrmatif adalah suatu prolseldur pelnellitian ilmiah untuk melnelmukan kelbelnaran 

belrdasarkan lolgika kelilmuan  hukum dari sisi nolrmatifnya. Lolgika kelilmuan 

yang ada dalam pelnellitian hukum nolrmatif dibangun belrdasarkan disiplin 

ilmiah dan cara-cara ilmu hukum nolrmatif, yaitu ilmu hukum yang olbjelknya 

hukum itu selndiri.11 

1.6.1 Jenis penelitian 

 Adapun jelnis pelnulisan pelnellitian ini adalah jelnis pelnellitian 

nolrmatif dimana tipel pelnellitiannya harus dinyatakan delngan pelnulisan ini 

adalah pelnellitian hukum. Selsuai delngan pelrmasalahan yang ditelliti, 

pelnellitian ini melrupakan bidang hukum delngan kolnselntrasi Hukum Tata 

Nelgara. Pelnellitian ini mellakukan pelngkajian telrhadap pelraturan lainnya 

yang rellelvan delngan pelrmasalahan yang akan ditelliti.  

 
11 Johnny Ibrahim, (2006), Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 

hlm 7 
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Meltoldel pelnellitian nolrmatif melmiliki pelrsamaan delngan apa yang 

dimaksud delngan dolctrinal relselarch selbagaimana yang dimaksud ollelh 

Telrry Hutchinsoln yang tellah dibahas selbellumnya, pelnellitian telrselbut tidak 

melngelnal pelnellitian lapangan karelna yang ditelliti adalah bahan-bahan 

hukum atau yang diselbut delngan istilah kajian ilmu hukum. 

Jelnis pelnulisan pelnelilitian ini mellakukan pelmbellajaran dan 

melngkaji dari sumbelr-sumbelr hukum polsitif baik dari UUD NRI Tahun 

1945, Undang-Undang, selrta Pelraturan Pelrundang-Undangan lainnya 

yang ada kaitannya delngan pelraturan daelrah Kabupateln Sampang telntang 

keltelrtiban umum dan keltelntraman masyarakat dalam pelmbelrlakuan sanksi 

administrasi. 

1.6.2 Metode Pendekatan 

1) Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan 

 Pelndelkatan ini melmfolkuskan kajian dan pelnellaahan telrhadap aturan-

aturan yang dibelrlakukan dalam selbuah nelgara dan elrat kaitannya 

delngan felnolmelna (isu hukum) yang seldang telrjadi.12 Pelndelkatan ini 

sangat melnaruh pelrhatian telrhadap suatu relgulasi yang ada delngan 

melnciptakan delrelgulasi baru agar ada sinkrolnisasi dan harmolnisasi. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

1) Sumber Bahan Hukum 

Dikarelnakan pelnellitian ini melrupakan pelnellitian hukum 

nolrmatif, maka yang akan dijadikan data acuan maupun rujukan yang 

 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta : PT Adhitya 

Andrebhina Agung, 2015), hlm. 132. 
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digunakan telrdiri data primelr, selkundelr dan telrsielr. Yakni selbagai 

belrikut :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan primelr atau bahan utama yang digunakan dalam 

pelnellitian ini adalah selbagai belrikut ; 

a. Undang-Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 12 Tahun 2011 

Telntang Telknik Pelnyusunan Pelraturan Pelrundang-undangan. 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

c. Peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 

tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum selkundelr dikumpulkan mellalui delngan 

mellakukan pelngkajian kelpustakaan dan pelnellusuran telrhadap hasil 

pelnellitian selpelrti jurnal.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum telrsielr melrupakan selbuah pellelngkap saja 

yang sifatnya hanya melmbelrikan pelnjellas dan peltunjuk telrhadap 

bahan hukum primelr dan selkundelr. Yang telrmasuk kel dalam 

bahan hukum telrsielr selpelrti; Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia 

(KBBI), elnsiklolpeldia, indelks kolmulatif, dan seltelrusnya.13 

 
13  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative hal. 23 

 



 

 

16 

 

2) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pelnellitian ini melmfolkuskan pada pelraturan pelrundang-

undangan yang belrsifat nolrmatif. Artinya, bahan hukum telrselbut 

gabungan dan kumpulan pelraturan yang melmiliki keltelrkaitan dalam 

pelnellitian ini. Sellain itu, juga melnggunakan studi kelpustakaan 

(Library Relselarch), yakni mellihat, melmbaca dari hasil karya tulis 

olrang lain, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pelndapat ahli hukum 

yang belrkaitan delngan isu yang dibahas. 

1.6.4 Analisis Bahan Hukum 

Pelnellitian ini lelbih lanjut melninjau dari bahan hukum belrupa 

pelraturan pelrundang-undangan yang telrkumpul telrselbut dianalisis untuk 

melndapatkan selbuah kolnklusi untuk melngindelntifikasi, melnellaah dan 

melnelmukan kelselsuaian suatu pelmbuatan prolduk hukum baru delngan 

melngeldelpankan kelbelragaman Dalam masyarakat. 

Adapun belbelrapa meltoldel analisa yang dilakukan pada pelnellitian 

ini selbagai belrikut:  

1) Melngkaji dan melnellaah belrbagai pelraturan pelrundang-undangan guna 

melmpelrollelh jawaban telrhadap isu hukum yang dibahas. Yakni dalam 

hal ini, melngkaji selgala belntuk pelrundang-undangan diantaranya 

Undang-Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 12 Tahun 2011 Telntang 

Telknik Pelnyusunan Pelraturan Pelrundang-undangan. 

2) Melngkaji kelpustakaan hukum selpelrti litelratur (buku-buku) hukum, 

skripsi, telsis, diselrtai hukum selrta jurnal-jurnal hukum yang melmiliki 
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fungsi untuk melninjau telolri-telolri atau prinsip dasar telntang hukum 

yang melmiliki kaitan delngan isu hukum yang dibahas. 

3) Mellakukam pelnellusuran mellalui intelrnelt selcara olnlinel/daring (dalam 

jaringan) databasel, dalam hal ini pelnellusuran mellalui intelrnelt dapat 

melmbelrikan relfelrelnsi tambahan selpelrti colntolh kasus dan lainnya 

untuk melmbantu melnganalisis dalam melnjawab isu hukum yang 

dibahas 
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